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ABSTRAK :         - bahwa perencanaan pembangunan Daerah diarahkan sebagai upaya untuk 

mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun kedepan dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat yang berkeadilan berdasarakan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 - bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan 

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik 

dan daya saing Daerah perlu disusun perencanaan pembangunan Daerah 

yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan Daerah; 

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, maka 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah; 

 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 
2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; 
 

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang  : 
1. Ketentuan umum; 
2. Sistematika; 
3. Pelaksanaan RPJPD; 
4. Pengendalian dan evaluasi; 
5. Ketentuan penutup; 

 
Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua 
komponen bangsa baik mulai dari tingkat pusat hingga daerah dalam rangka 
mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional diawali dengan proses 
perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, 
terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan 
Pembanguna Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, 
rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan 
tahunan yang wajib disusun baik mulai dari tingkat pusat maupun daerah. 
Perencanaan pembangunan tersebut terangkai dalam Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional. 

 
CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 27 Agustus 2024. 
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 27 



 

Agustus Nomor 5. 
(Lembar Daerah No. 5 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 
5-263/2024). 


